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KEKUASAAN NEGARA MEMBUTUHKAN BATAS KONSTITUSIONAL UNTUK MENCEGAH LAJU OTORITARIANISME

KEKUASAAN ABSOLUT

YA
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Plenitudo Potestatis (kekuasaan tanpa batas) dan kerentanan
terhadap Abuse of Power (kesewenang-wenangan).

RECHTSSTAAT / RULE OF LAW

Pembatasan konstitusional (constitutional restriction) di mana
hukum menjadi dasar sekaligus batas penggunaan kekuasaan.

Negara adalah institusi politik tertinggi dengan mandat mewujudkan kesejahteraan,

namun mandat ini harus dikurung oleh tata aturan rasional. https://asriwrites.com




Evolusi pembatasan kekuasaan bergerak dari pemisahan absolut menuju pembagian fungsi fungsional.

Model A: Doktrin Montesquieu (Trias Politika) Model B: Teori Hans Kelsen

Eksekutif
(Pelaksana UU)

Creation Application
ofLaw | of Law
(Pembentukan / (Penerapan

Legisiatif Eksekutif Yudiatif
(Pembentuk UU)  (Pelaksana UU) (Pengadil
3 = pelanggaran)

\  Hukum) /) Hukum)

(Separation of Powers). (seperti PP/Perpres) melalui delegated legisiation.

Pemisahan kekuasaan secara tajam} [ Membuka ruang bagi eksekutif untuk membentuk norma ]
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Indonesia mengadopsi prinsip distribusi kekuasaan dengan mekanisme checks and balances yang ketat.

DPR + Presiden

Distribution of Power dalam pembentukan

undang-undang (Persetujuan Bersama).

Saling Mengawasi dan Mengimbangi Saling Mengawasi dan Mengimbangi
(Checks and Balances) (Checks and Balances)

Mahkamah Konstitusi (MK)]

Menguji produk hukum di bawah undang-undang. / Saling Mengawasi dan Mengimbangi Negative Legislator. Penjaga konstitusi yang
(Checks and Balances) berwenang membatalkan produk hukum
yang merampas hak dasar warga negara.

' UUD NRI 1945 pasca-Reformasi menolak pemisahan kekuasaan )
murni (rigid separation of powers), memilih sistem di mana
keputusan politik penguasa dapat diuji secara yudisial. https://asriwrites.com




Hukum formal adalah hasil konversi dari kehendak
infrastruktur politik yang diproses oleh suprastruktur.

Infrastruktur Politik
(Input)

-

Suprastruktur Politik
(Processor)

Produk Hukum

Tertulis

._._. I

Partai

Serlkat

Politik ’ Buruh ‘

Asosiasi
Pengusaha

Lobi, Partisipasi,
Aspirasi, Advokasi
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DPR + Presiden

Pembahasan &
Pengesahan

(Norma koersif)

Meaningful Participation

Good Regulatory Governance menuntut
agar peran infrastruktur politik bukan
sekadar formalitas sesaat, melainkan

keterlibatan publik yang bermakna.
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Kebijakan publik adalah arena pertarungan antara efisiensi
pasar modal dan keadilan sosial masyarakat sipil.

NEGARA (State)

- Regulator & Penyeimbang.
Memegang monopoli hukum positif. |

" Demands: Hak-hak dasar, keadilan | " Demands: Kepastian berusaha, N
distributif, kepastian kerja (job kemudahan investasi, efisiensi
. security), penghidupan Iayak.J \biaya, fleksibilitas pasar kerja. )
MASYARAKAT SIPIL PASAR / MODAL
(Civil Society) (Market)

Public Choice Theory: Jika Negara terkooptasi oleh Pasar, hukum berisiko menjadi
sekadar “instrumen efisiensi modal” yang memarginalkan hak-hak kelompok rentan.

e https://asriwrites.com
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Konfigurasi politik suatu era secara langsung membentuk
karakter produk hukum yang dihasilkannya.

Konfigurasi Politik
DEMOKRATIS

e Ciri Politik: N
Kebebasan sipil terjamin, parlemen
efektif, diskursus terbuka.

e Karakter Hukum:
Hukum Responsif / Populis. ;

e Sifat Aturan: RN
Partisipatif, aspiratif, memuat rincian isi
yang limitatif (membatasi diskresi

penguasa). | ﬁ

Konfigurasi Politik
OTORITER

e Ciri Politik:
Kekuasaan terpusat (executive heavy),
partisipasi publik dan parlemen dilemahkan.

e Karakter Hukum:
Hukum Ortodoks / Konservatif / Elitis.

e Sifat Aturan:
Sentralistik-dominatif, instrumentalis
bagi pemodal, rincian isi open
interpretative (multitafsir untuk
memperiuas kewenangan).

https://asriwrites.com




Pemerintah

(Kemenaker)
- Menyusun regulasi

& pengawasan.
DPR
- Membahas &
menyetujui RUU.
Kebijakan
Ketenagakerjaan

Asosiasi
Pengusaha
APINDO)

- Mengadvokasi
fleksibilitas &
iklim investasi.

Peradilan

(PHI & MK)

- Mengadili sengketa
& menguji
konstitusionalitas.

Serikat
Buruh/Pekerja

- Memperjuangkan
job security, K3, &
collective bargaining.
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Hukum ketenagakerjaan memaksa negara mengintervensi
ketimpangan struktural antara pekerja dan pengusaha.

& 2N

Hukum ketenagakerjaan
berada di persimpangan
hukum publik dan privat.
Intervensi negara mutlak
diperlukan untuk memitigasi
ketimpangan posisi tawar
(bargaining power) antara

pemilik modal dan pekerja.

-
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Transisi menuju pendekatan Omnibus Law menandai
pergeseran tajam dari perlindungan menuju fleksibilitas.

Rezim UU No. 13/2003

(Era Awal Reformasi)

77

Teknik:
Legislasi Konvensional.

Teknik:

Karakter:
Dominasi Perlindungan Hak
Pekerja (Labour Protection).

Rezim UU Cipta Kerja

(UU 11/2020 & UU 6/2023)

Omnibus Law.

|
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Sifat: Pembatasan ketat sistem
PKWT & outsourcing, pesangon
tinggi, pengaturan rinci langsung

di tingkat Undang-Undang.

Karakter:

Dominasi Fleksibilisasi Pasar
Kerja (Flexibility) untuk
kemudahan investasi.

Sifat:

Pergeseran otoritas pengaturan
secara masif ke tingkat
Peraturan Pemerintah (PP).

| https://asriwrites.com
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Delegasi masif ke tingkat Peraturan Pemerintah (PP)
melemahkan pengawasan parlemen dan partisipasi publik.

DPR + Presiden —
(Representasi

e — —

Undang-Undang (UU)

Parlemen Terbuka)

Pemerintah /
Eksekutif

R

Regulatory
Shift

Peraturan Pemerintah (PP)

The Controversy (Regulatory Shift):
Fenomena ini membuat aturan rentan
diubah sepihak oleh eksekutif tanpa
konsultasi tripartit.

~

Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
menyatakan UU Cipta Kerja cacat
formil pada awalnya, secara spesifik
karena mengabaikan prinsip
meaningful participation (keterlibatan
serikat buruh yang minim).

..... .
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Keadilan ketenagakerjaan mensyaratkan pelembagaan dialog™
sosial yang substantif untuk menutup /implementation gap.

Keadilan & Kepastian Hukum

Pengusaha /
APINDO (Motor
penggerak

- ekonomi)

Serikat Pekerja
- (Kapasitas analitis
| dan tawar yang kuat)

Pemerintah
(Regulator yang netral)

Lembaga Kerja Sama (LKS) Trlpartlt

vvvvvvvvvvvvvvv

Bipartit dan Tripartit tidak boleh berstatus sebagai ‘cekboks formalitas’. Serikat pekerja harus

f Actionable Insight: Untuk mencegah produk hukum yang ortodoks/elitis, dialog sosial melalui LKS
dlllbatkan sejak penyusunan Naskah Akademlk hlngga tahap formulasi regulasi teknis. |
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Sintesis Analitis: Mengukur arah masa depan hukum
ketenagakerjaan dan arsitektur politik Indonesia

Sintesis Kebijakan Pertanyaan Kritis untuk Analis

e Hukum adalah cermin konfigurasi politik;
pembatasan fungsional kekuasaan (checks &
balances) adalah benteng dari
otoritarianisme.

e Pergeseran rezim UU 13/2003 ke UU Cipta
Kerja merepresentasikan kemenangan
tuntutan fleksibilitas Pasar atas perlindungan
Masyarakat Sipil.

e Regulatory Shift ke Peraturan Pemerintah
membutuhkan pengawasan ekstra agar tidak
menjadi instrumen sentralistik eksekutif.

Evaluasi Konfigurasi: Dengan teori Mahfud
MD, apakah revisi UU No. 6 Tahun 2023
pasca-putusan MK telah memenuhi kualifikasi
"hukum responsif”, ataukah masih
mempertahankan watak "ortodoks/elitis"?

Keseimbangan Aktor: Bagaimana mekanisme
meaningful participation dapat dilembagakan
secara paksa dalam LKS Tripartit agar legislasi
masa depan tidak didominasi kepentingan
pemodal?

https://asriwrites.com




NEGARA, KEKUASAAN, DAN DINAMIKA
POLITIK HUKUM DI INDONESIA

KONFIGURASI POLITIK & ARENA PERTARUNGAN PERGESERAN REZIM HUKUM
KARAKTER PRODUK HUKUM AKTOR & KEPENTINGAN KETENAGAKERJAAN

UU NO. 13/2003 UU CIPTA KERJA

(D)

o)

NEGARA
(Regulator)

POLITIK POLITIK
DOMINASI FLEKSIBILITAS
DEMOKRATIS OTORITER e PERLINDUNGAN PEKERJA PASAR KERJA
(Labour Protection) (Flexibility)

SEGITIGA
KEKUASAAN:
HUKUM ADALAH HASIL

KOMPROMI/PERTARUNGAN FENOMENA REGULATORY SHIFT

KEPENTINGAN M
g N h
MASYARAKAT SIPIL PASAR
. : Masifnya delegasi
(HakDasar)  gpRASTRUKTURYVS,  (Investasi) FERATIAN aturan meminimalisir
INFRASTRUKTUR POLITIK (PP) Peﬂglz:‘asaﬂ
PEMBUAT ASPIRASI b
KERLIAKAN PUBLIK
D S
HUKUM HUKUM (DPR/Presiden ademisi a
= = PARTISIPASI BERMAKNA
RESP(').NSI.F/ PQPI:ILIS OR'T.O.DPKS/ EI.IT!S (Meaningful Participation)
Partisipatif, aspiratif, Positivis-instrumentalis @ G
dan membatasi demi kepentingan pemodal Syerat konstitusional agar
penyalahgunaan dan seringkali bermakna PEMERINTAH ASOSIASI PENGUSAHA SERIKAT BURUH st e o
kekuasaan oleh penguasa. ganda (multitafsir). (Regulator & Pengawas) (Kelompok Kepentingan) (Kelompok Penekan) dan tet:iglmer;g:::modaﬂ
Fukus: Ikiim investasi & Fokus: Fleksibilitas pasar Fukus: Kepastian kerja 9 :
- kebijakan pengupahan kerja & efisiensi blaya (Job security) & upah layak
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